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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1	Kajian Pustaka
2.1.1	Pajak
	Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sangat perlu ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung, Perbaikan Sistem Administrasi Perpajakan dan peningkatan kinerja dari aparat pajak mutlak harus dilakukan agar peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

2.1.1.1	Pengertian Pajak
	Pajak merupakan penerimaan negara yang paling utama dan paling besar. Oleh karena itu, pajak merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan pembangunan nasional. Dibawah ini merupakan definisi pajak sebagai berikut:
	Menurut Waluyo (2007:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut ini :
“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan”.

	Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2003:5) pengetian Pajak adalah sebagai berikut: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

	Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak :
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public invesment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan lain selain budgeter, yaitu mengatur.
	Selanjutnya hasil pemungutan pajak ini pada waktunya akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengerluaran rutin dan sisanya (surplus) dapat dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi pemerintah. Pendapatan pemerintah selain dari pajak adalah kekayaan alam, hasil perusahaan-perusahaan negara (BUMN), retribusi, denda, dan sebagainya.


2.1.1.2	Fungsi Pajak
	Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.
	Berdasarkan pengertian-pengertian dan ciri-ciri yang dijelaskan, terlihat pemerintah yang memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:
	Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).
1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)
	Fungsi budgetair yang dikemukakan oleh Siti Resmi, (2003:2) adalah sebagai berikut :
“Pajak mepunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara”.

	Sedangkan fungsi budgetair yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:1) adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai sumber dana bagi pemerinta untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya”.
	Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2. Fungsi regulerend (mengatur)
	Fungsi regulerend yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:3) adalah sebagai berikut: “Fungsi regulerend yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu”.
	Sedangkan fungsi regulerend yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002:2) adalah sebagai berikut :
“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia”.

	Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu fungsi mengatur sangat erat hubungannya dengan pemerintah untuk mengatur penerimaan pajaknya agar dapat digunakan secara efisien untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.


2.1.1.3	Subjek dan Objek Pajak
1. Subjek Pajak
	Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-undang untuk dikenakan pajak. Menurut Waluyo (2007:57) pengertian subjek pajak sebagai berikut:
“Subjek pemungutan pajak, yaitu:
a. Orang Pribadi
	Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
	Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.
c. Badan
	Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT,CV, Perseroan lainnya, serta BUMS dan bentuk usaha apapun.
d. Bentuk Usaha Tetap
	Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia”.

	Subjek pajak merupakan sebuah satuan dari masyarakat yang terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, serta bentuk usaha tetap yang ada.

2. Objek Pajak
	Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Waluyo (2007:66) yang merupakan objek pajak adalah sebagai berikut ini:

“Objek pemungutan pajak, yaitu:
1. Penghasilan;
2. Laba usaha;
3. Hadiah dari undian atau pekerjaan;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; dan
5. Deviden”.

	Objek pajak merupakan sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, yang berupa penghasilan, laba usaha, hadiah dari undian, keuntungan karena penjualan, serta deviden.

2.1.1.4	Syarat Pemungutan Pajak
	Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semata-mata untuk keperluan pemerintah semata, tetapi demi kepentingan rakyat banyak karena pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya kontraprestasi langsung kepada masyarakat secara individual dan tidak memandang jumlah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah.
	Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang khusus untuk melakukannya agar seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
	Adapun syarat-syarat pemungutan pajak seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2002:2) adalah sebagai berikut :
“Asas pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)
	Sesuai dengan tujuan hukum, yajni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

	diantaranya mengenakan pajak secara unun dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
	Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
	Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
	Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
	Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru”.

	Sedangkan syarat-syarat pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Erly Suandy (2000:19) adalah sebagai berikut:
“Syarat-syarat pemungutan pajak:
1. Equality
	Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda Wajib Pajak harus dilakukan berbeda.
2. Certainty
	Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam syarat ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.
3. Convenience Of Payment
	Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.
4. Economic Of Collections
	Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh”.
	
	Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan agar dapat tercapai suatu hal yang berkesinambungan antara Wajib Pajak dan penagih pajak serta untuk menghindari hambatan dan perlawanan dari Wajib Pajak, karena Wajib Pajak merasa dirugikan oleh fiskus.

2.1.1.5	Pengelompokan Pajak
	Bedasarkan pengertian-pengertian diatas, pajak yang dipungut oleh negara Indonesia beraneka ragam. Menurut kemampuan daya beli masyarakat masyarakat saja sudah berbeda, karena daya beli masyarakat Indonesia berbeda-beda atau bervariasi. Ada yang penghasilannya tinggi sehingga daya beli masyarakat pun tinggi, ada yang daya belinya rendah karena penghasilannya rendah dan ada pula yang penghasilannya menengah sehingga daya belinya tercukupi. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memudahkan pemahaman masyarakat tentang jenis pajak. Misalnya jenis pajak apa yang harus masyarakat bayar dan berapa jumlahnya. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman tentang pembagian jenis pajak, pajak harus dikelompokkan.
	Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis dilihat dari berbagai segi, misalnya dilihat dari segi golongan, pembagian berdasarkan wewenang yang memungut dan pembagian pajak menurut sifatnya.


1. Berdasarkan Golongannya
	Pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2002:5) adalah sebagai berikut :
“Menurut golongannya :
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai”.
	
	Sedangkan pengelompokan pajak menurut golongannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:28) adalah sebagai berikut:
“Menurut golongannya :
a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung”.

	Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa pembagian pajak menurut golongannya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan kata lain harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung merupakan pajak yang secara ekonomis dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

2. Berdasarkan sifatnya
	Pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2002:6) adalah sebagai berikut :
“Menurut sifatnya :
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak”.

	Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:28) adalah sebagai berikut:
“Menurut sifatnya :
a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi atau keadaan Wajib Pajak dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan yang subjektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu gaya pikul.
b. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperlihatkan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan”.

	Berdasarkan kedua pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengelompokan pajak menurut sifatnya dapat digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut. Contih : Bea Materai untuk surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp. 900.000,- tidak akan sama dengan surat berharga yang mempunyai harga nominal Rp.2.000.000,-

3. Berdasarkan lembaga pemungut
	Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh Mardiasmo (2002:6) adalah sebagai berikut :
“Menurut lembaga pemungutannya :
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah terdiri atas :
· Pajak Provinsi
· Pajak Kabupaten/Kota”.
	Sedangkan pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutannya seperti yang ditulis oleh Siti Resmi (2003:28) adalah sebagai berikut:
“Menurut lembaga pemungutannya :
a. Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah”.

	Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengelompokan pajak, para Wajib Pajak dengan mudah dapat mengidentifikasi jenis pajak apa yang harus mereka bayar, dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh Fiskus.

2.1.1.6	Tarif Pajak
	Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.
Tarif pajak yang dikemukakan oleh Waluyo (2007:18) adalah sebagai berikut :
“Ada empat macam tarif pajak :
1. Tarif sebanding/proporsional
	Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Tarif tetap
	Tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oeh karena itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Tarif Bea Materai.


3. Tarif progresif
	Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Lapisan Penagihan Kena Pajak dalam pasal 17 UU PPh tahun 2000.
4. Tarif Degresif
	Persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar”.
.
	Sedangkan tarif pajak yang dikemukakan oleh Ely Suhayati dan Siti Kurnia (2006:34) adalah sebagai berikut :
“Dalam berbagai literatur perpajakan dikenal empat macam tarif, yaitu:
1. Tarif Tetap
	Tarif tetap adalah tarif yang jumlah pajaknya dalam satuan rupiah (Indonesia), bersifat tetap walaupun objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.
2. Tarif Proporsional
	Tarif proporsional adalah tarif yang prosentasenya tetap walaupun jumlah objek pajaknya berubah-ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah maka jumlah uang yang harus dibayar juga semakin besar jumlah yang dijadikan dasar, semakin besar pula jumlah utang pajak, tetapi kenaikan ini diperoleh dengan persentase yang sama.
3. Tarif Progresif
	Tarif progresif adalah tarif yang makin tinggi objek pajaknya, makin tinggi pula prosentase tarif pajaknya. Tarif ini digunakan terutama ditujukan kepada pajak-pajak subyektif.
4. Tarif Dregresif
	Tarif dregresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik. Apabila objek pajaknya makin tinggi, maka makin rendah tarifnya”.

	Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya tarif pajak, para Wajib Pajak dengan mudah dapat menghitung seberapa besar pajak yang harus Wajib Pajak bayar dan akan mempermudah proses penagihan pajak oleh Fiskus.

2.1.1.7	Sistem Pemungutan Pajak
	Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Siti Resmi (2003:10) adalah sebagai berikut:
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu official assesment system, self assesment system, with holding system, yaitu:

1. Official Assesment Sysem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.
3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakkan yang berlaku.

	Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh negara Indonesia adalah sistem pemungutan pajak self assesment system dimana Wajib Pajak diberikan kewajiban sendiri untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.2 Sistem Administrasi Perpajakan Modern
2.1.2.1 Pengertian Administrasi
Administrasi menurut pendapat A. Dunsire yang telah dikutip oleh Donovan dan Jackson (1991) dikemukakan kembali oleh Yeremias T. Keban (2004:2) yaitu bahwa:
“Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis”.

	Mengutip pendapat Trecker (2001:55) “Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama”. 
	Definisi-definisi diatas menunjukkan beberapa batasan istilah administrasi yang secara langsung menepis anggapan bahwa administrasi selalu diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat laporan administratif, dan sebagainya. Mengutip Chandler and Plano, dalam The Public Aministration Dictionary definisi administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan.

2.1.2.2  Administrasi Perpajakan
a) Istilah Administrasi Publik
	Chandler dan Plano (1988) seperti dikutip Yeremias T. Keban (2004:3) mengemukakan bahwa: “Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan diorganisasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan public”.
	Kemudian dijelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

b) Istilah Administrasi Perpajakan
	Menurut Sophar Lumbantoruan seperti dikutip Ony W, Siti K. Rahayu dan Ely S (2008:43) mengemukakan bahwa “administrasi perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. 
	Sedangkan mengenai peran administrasi perpajakan, Liberti Pandiangan (2007:33) mengemukakan bahwa “administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN”.
	Sedangkan Gunadi (2004) mengemukakan bahwa:  
“Peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya”.

	Menurut Carlos A. Silvani (1992) seperti dikutip Ony W, Siti K. Rahayu dan Ely S, (2008:44) mengemukakan bahwa:
Administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
“1) 	Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers).
		Dengan Aministrasi pajak yang efektif akan mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak tetapi belum terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan menigkatkan jumlah penerimaan pajak.
2) 	Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
	Administrasi perpajakan efektif akakn dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT melalui pemeriksaan pajak.
3) 	Penyelundup pajak (tax evaders)
	Penyelundup pajak (tax evaders) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi dengan dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.
4) 	Penunggak pajak (delinquent tax pavers).
	Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut”.


2.1.2.3	Reformasi Administrasi Perpajakan 
	Menurut Gunadi (2003) reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.” 
	Mengenai reformasi administrasi, Gerald E. Caiden (1969) seperti dikutip oleh Soesilo Zuhar (2002:6), mengemukakan bahwa reformasi administrasi didefiniskan sebagai: “the artificial inducement of administration transformation against resistance.” 
	Definisi dari Caiden ini mengandung beberapa implikasi: reformasi administrasi merupakan kegiatan yang dibuat oleh manusia (manmade) tidak bersifat eksidental, otomatis maupun alamiah, (2) reformasi administrasi merupakan suatu proses, (3) resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi.
Kesimpulan belum……..

2.1.2.4	Sistem Administrasi Perpajakan Modern
	Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya. Selama ini struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada jenis pajak. Dengan struktur organisasi seperti ini pelaksanaan tugas di lapangan seringkali menimbulkan ketidakefisienan yang mengakibatkan pelayanan dan pengawasan tidak optimal.
	Selama beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mengacu pada cetak biru. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Besar/Large Taxpayers Office (LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar dibentuk dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern berlandaskan case management. Pola dan sistem di LTO itu akan direplikasikan pada seluruh kantor di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, KPP Madya pada Kanwil Jakarta Pusat. Dan pada Januari 2005, KPP Pratama juga telah dioperasikan dengan sistem yang modern juga.
		Disamping pembentukan kantor dan penerapan sistem modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti, on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan.
	Program modernsasi sistem administrasi ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax grup dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatkan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance.
	Direktorat Jenderal Pajak sebagai organisasi yang terkait dengan seluruh sektor kehidupan masyarakat, menyadari sepenuhnya tanpa improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika bisnis tidak akan mampu diantisipasi. Lebih jelasnya, pemanfaatan teknologi informasi secara tepat mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya KKN, termasuk didalamnya penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisasi.
	Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan disuatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan disuatu negara yang dipilih.
	Menurut Chaizi Nasucha (2004:301) mengemukakan bahwa:
“Memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak dan penegakan hukum harus menjadi tujuan utama dan secara berkesinambungan dari semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak, yang dikemas dalam sebuah sistem administrasi perpajakan yang modern”. 

	Pengertian modernisasi menurut Indra Ismawan (2001:81) adalah sebagai berikut:
“Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi perpajakan yang dilakukan warga komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras dan sumber daya manusia”.

	Administrasi perpajakan modern sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal menarik dan trend di lingkunagn DJP. Ada nuansa tersendiri yang membuatnya menjadi lebih teknis, focus, dan dinamis sejalan reformasi perpajakan itu sendiri. Apalagi gambaran umum dari instansi pemerintah di tanah air yang hingga saat ini dipandang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, terlebih lagi dengan kesan dan pola kerja modern dalam melayani masyarakat. Suatu hal penting lainnya lagi, bahwa pengelolaan pajak memiliki karakteristik tersendiri yang sangat berbeda dengan pengelolaan layanan umum instansi pemerintah, seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, dan lainnya. Perbedaan karakteristik ini ditunjukkan denagn berbagai upaya yang dilakukan yang pada akhirnya, bagaimana masyarakat agar mau membayar pajak, di tengah tidak adanya kontraprestasi secara langsung yang diperoleh pembayar pajak sendiri.	
	Tujuan Sistem Administrasi Perpajakan Modern menurut Liberti Pandiangan (2007:8) adalah sebagai berikut:
“Adapun tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:
a. Tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) yang tinggi;
b. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap adminisrtasi perpajakan yang tinggi; dan
c. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi”.
	Tujuan adminitrasi perpajakan modernisasi merupakan perbaikan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan tujuan agar tercapainya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepercayan Wajib Pajak, serta tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.1.3	Kinerja Account Representative
	Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya Account Representative (AR) yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian Wajib Pajak.
	Menurut Mohamad Mahsun (2006:25) Definisi Kinerja adalah sebagai berikut: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi”.
	Sedangkan menurut Payaman J.Simanjutak (2005:103) menjelaskan: “Kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseoramg dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”.
	Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak munkin dapat diketahui karena tidaka ada tolok ukurnya.
	Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.98/Kmk.01/20062. Yang dimaksud dengan Account Representative: “Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern”.
	Menurut Liberti Pandiangan (2007:27): “Account Representative yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak”.
	Apabila Wajib Pajak merasakan pelayanan yang diberikan oleh Account Representative masih kurang baik, tidak optimal dan tidak sesuai dengan standarisasi pelayanan Wajib Pajak dapat menyampaikan pengaduan melalui “Complain Center” yang telah tersedia. Complain center berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak diwilayah kerjanya.



2.2	Kerangka Pemikiran 
	Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor kehidupan dan sumber utama pembiayaan pembangunan tersebut adalah berasal dari pajak.
Menurut Waluyo (2007:4) Pengertian pajak adalah sebagai berikut ini: 

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan”.

	Pajak yang menjadi sumber penerimaan bagi negara, mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara dan masyarakat dari negara tersebut. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, penyesuaian struktur perpajakan serta stabilisasi dan penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal menjadi alasan dari waktu ke waktu dilakukan reformasi perpajakan yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan. 
	Program reformasi perpajakan dapat berhasil apabila menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem perpajakan yang memiliki dua elemen dasar yang saling mempengaruhi, yaitu struktur pajak serta mekanisme dan institusi yang mengatur administrasi perpajakan dan kinerja aparat pajak. Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan, dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.
	Berdasarkan luasnya, reformasi perpajakan terdiri dari reformasi struktur perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan dapat dilaksanakan tanpa melakukan reformasi struktur perpajakan karena isu sentral atas keberhasilan reformasi administrasi perpajakan ke depan adalah kapasitas administrasi perpajakan dalam mengimplementasikan struktur perpajakan secara efisien dan efektif. 
	Pendekatannya diletakkan pada peningkatan kinerja aparat pajak dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan yang menjadi dasar diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern. Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan konsep sistem administrasi perpajakan modern dalam kerangka reformasi admistrasi perpajakan jangka menengah yang dimulai sejak tahun 2002. 
	Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah tersebut. Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2002.
	 Perubahan administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya. Sehingga, diharapkan dengan adanya modernisasi perpajakan penerimaan negara pada sektor pajak dapat meningkat.
Administrasi menurut Pakde Sofa (2008:04) adalah: “Administrasi merupakan proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama, antara sekelompok orang-orangsecara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya”.
	Pengertian sistem administrasi perpajakan modern menurut Chaizi Nasucha (2004:37) mengemukakan bahwa:
“Sistem administrasi perpajakan  modern adalah penerapan system administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat”.

	Administrasi perpajakan modern yang dilakukan pemerintah tentunya tidaklah hanya untuk mengejar dan menjangkau optimalisasi pemungutan pajak semata. Masih ada sisi lain yang juga penting dilakukan secara bersama-sama untuk menuju adanya perubahan paradigma perpajakan (change of tax paradigm), ketentuan, prosedur, dan aktifitas perpajakan juga terus diarahkan untuk peningkatan pelayanan agar menjadi business friendly bagi masyarakat terutama bagi para pelaku bisnis.
	Administrasi perpajakan modern dilakukan bertujuan untuk membuat Kantor Pelayanan Pajak menjadi baru. Dimana kantor unit yang baru melayani Wajib Pajak dengan kondisi nyaman dan aman. Kantor pelayanan pajak yang baru sudah diberikan penambahan misalnya berupa ruang kerja terbuka sebagai wujud keterbukaan, front office yang standar ditempat pelayanan terpadu/TPT sebagai aplikasi “one stop service” perpajakan, tersedianya alat-alat melayani bantu di lobby seperti help desk yang siap melayani informasi perpajakan dengan touch screen dan lainnya.
  	Melalui Administrasi perpajakan modern, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan perpajakan nasional yang baik dan kokoh. Dalam hal ini, pengelolaan perpajakan pada dasarnya tidak menutup diri terhadap pandangan, pendapat atau kritik dari berbagai pihak. Direktorat Jendral Pajak berupaya terbuka dan menjadikannya sebagai masukan dalam menata dan membangun sistem pengelolaan perpajakan yang baik dan modern.
	Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Liberti Pandiangan (2007:07), konsep sistem administrasi perpajakan modern pada dasarnya meliputi:
“1) Restrukturisasi organisasi, yang termasuk restrukturisasi organisasi adalah:
· Debirokratisasi
· Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan
· dilakukan pemisahan antarafungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan
· adanya segmentasi wajib pajak yang dikelola KPP
· lebih efisien dan customer oriented
2) 	Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
- 	Berbasis teknologi komunikasi dan informasi
-	sederhana dan mudah dimengerti
-	adanya built in control
3) 	Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
	-	Berbasis kompetensi
	-	optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi
	-	customer driven
	-	continous improvement”.
	Untuk melayani Wajib pajak secara khusus dan mendalam diantaranya hak dan kewajiban perpajakan, maka Ditjen Pajak menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagai account representative (AR) yang telah mengikuti pendidikan khusus dan pelatihan secara khusus untuk pelayanan penuh dan prima. 
	Sepeti yang dikemukakan oleh Yayuk Widianingsih (2008:02), sebagai berikut:
“Dalam modernisasi perpajakan terdapat perbedaan antara KPP sistem lama dengan modern, yaitu terdapat Account Representative (AR) yang bertugas sebagai `liaison officer' antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Wajib Pajak dan dia juga merupakan salah satu ujung tombak tercapainya tujuan DJP. Kinerja AR secara langsung berpengaruh terhadap citra DJP”. 

	Menurut Liberti Pandiangan (2007:27): “Account Representative yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak”.
	Sedangkan menurut Payaman J.Simanjutak (2005:103) menjelaskan: “Kinerja individu adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseoramg dari sasaran yang harus dicapai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu”.
	Dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban, Menurut Liberti Pandiangan (2007:28) menyatakan bahwa:
“Setiap AR harus profesional dan memiliki knowledge, skills, dan attitude yang telah distandardisasi. Dalam hal Knowledge (pengetahuan), setiap AR harus:
· Menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh (materi dan formal)
· Menguasai seluruh jenis pajak (PP, PPN, PPnBM, BPHTB, PBB, dan Bea Materai)
· Menguasai teknologi informasi terkini
Dalam hal skills (keahlian atau kemampuan), setiap AR harus mampu:
· Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
· Memahami karakteristik perusahaan dan industry Wajib Pajak
· Melakukan analisis data dan ptensi perpajakan yang diperoleh dari berbagai sumber
· Memberikan pelayanan yang prima
· Berkomunikasi dengan baik dengan Wajib Pajak
	Sedangkan menyangkut attitude (sikap atau perilaku), setiap AR harus proaktif, inovatif, kreatif, komunikatif, dan responsif”.

	Dalam konteks Administrasi Perpajakan modern banyak sarana dan prasarana maupun sistem informasi yang baru yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar kualitas pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Dan yang paling utama adalah perubahan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja dan profesional guma meningkatkan kinerja dengan rambu-rambu kode etik pegawai, yang siap untuk melayani Wajib Pajak menjadi lebih baik. 
	Menurut Dewa Putu Gede Chrisna Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa: 

“Perubahan sistem administrasi perpajakan dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai dan menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang professional dengan citra yang baik di Masyarakat”.

	Dikuatkan dengan apa yang dikemukakan oleh Liberti Pandiangan (2007:02) : 
“Bahwa sentuhan modernisasi menghasilkan sarana dan prasana maupun sistem informasi baru yang telah disediakan oleh DJP agar kualitas terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan yang paling utama adalah perubahan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja professional dengan rambu-rambu kode etik pegawai, yamg siap untuk melayani masyarakat maupun wajib pajak”.

	Seperti yang dikemukakan oleh Marcus Tofan Sofyan (2005) menemukakan bahwa: “Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
Sedangkan menurut Dewa Putu Gede Chrisna Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa: “Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak secara umum sudah baik dan mampu meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak”.	 
	Akan tetapi, keanekaragaman dan frekuensi perubahan peraturan perpajakan yang sangat cepat, seringnya terjadi perubahan instrumen-instrumen untuk melaporkan kewajiban perpajakan (Formulir, Software e-SPT dll), dinamika dunia usaha yang begitu pesat dan adanya kesenjangan antara pengetahuan, ketrampilan dan perilaku dari Account Representative yang dimiliki dengan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut yang sangat berpeluang menimbulkan distorsi atau kesalahan di dalam memberikan informasi kepada wajib pajak. 
	Jadi pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan modern terhadap kinerja  terletak pada penyempurnaan struktur organisasi, penyempurnaan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang modern. 
Tabel 2.1
Penelitian & Referensi sebelumnya

	Penulis / Judul
	Hasil

	Penulis :
	Marcus Taufan Sofyan

	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak secara umum sudah baik dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak

	Judul   :
	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	

	Penulis :
	Dewa Putu Gede Chrisna  Sanjaya 

	Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern di Kantor Pelayanan Pajak secara umum sudah baik dan mampu meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak

	Judul   :
	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap kinerja KPP Modal Asing
	




	Yang membedakan penelitian penulis dengan Marcus Taufan Sofyan yaitu penulis menitikberatkan pengaruh terhadap Kinerja Account Representative sedangkan Marcus Taufan Sofyan menitikberatkan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan Dewa Putu Gede Chrisna Sanjaya yaitu penulis menitikberatkan pengaruh terhadap Kinerja Account Representative pada KPP Pratama sedangkan Dewa Putu Gede Chrisna Sanjaya menitikberatkan pengaruh terhadap kinerja KPP Modal Asing. Yang menjadi persamaannya adalah variabel X-nya Sistem Admnistrasi Perpajakan Modern.
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2.3 	Hipotesis
	Pengertian hipotesis menurut Umi Narimawati (2008:20) adalah sebagai berikut: 
1. 	Merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran.
2. 	Jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris melalui suatu analisis ( berdasarkan data dilapangan).
3. 	Kesimpulan yang sifatnya masih sementara perlu di uji secara empiris melalui suatu analisis (berdasarkan data di lapangan).

	Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :”Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan modern berpengaruh terhadap Kinerja Account Representative.
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